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Abstract: The formulation of this research  is: First, How is the existence  of evidence  in the judiciary according  to Islamic law? 
Second  What  is the existence  of evidence  in court  according  to positive  law in Indonesia? Third,  how  do  you compare the 
existence  of evidence  according  to Islamic law and  criminal procedural law? This type of research  is library research  (library 
research). Data collection uses reading techniques, citing information. This study concludes  that: First, according  to Islamic law, 
evidence  is anything  that has something  to do with an act, the evidence  can be used as evidence  to raise the confidence of the 
judge over the truth of a criminal act committed  by the defendant. Second, the evidence  according  to positive law is witness 
testimony,  expert  testimony,  letters, instructions  and  information from the defendant. Whereas  the positive law stipulates  that 
only legal evidence  instruments can be used  for verification.  Third, the position  of evidence  in Islamic law and  Positive Law 
is a tool to assist the process  of verification in criminal proceedings and  help the judge to obtain  confidence in an alleged act. 
Islamic law and positive law have several similarities, namely  the law governing  actions that are related to the soul or members 
of the body,  such as killing, injuring and so on. 
Keywords: Evidence, Islamic Law, Positive Law. 
 
 
Abstrak: Rumusan penelitian  ini adalah : 1) Bagaimana eksistensi alat bukti dalam  peradilan menurut hukum  Islam? 2) Ba- 
gaimana eksistensi alat bukti dalam  pengadilan menurut hukum  positif di Indonesia ? 3) Bagaimanan perbandingan eksistensi 
alat bukti menurut hukum  Islam dan  hukum  acara  pidana? Jenis penelitian  adalah penelitian  kepustakaan (library research). 
Pengumpulan data  menggunakan teknik membaca, mengutip informasi.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa  :   1) Menurut 
Hukum  Islam, alat bukti adalah segala sesuatu  yang ada  hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut  dapat 
dipergunakan sebagai  bahan pembuktian guna  menimbulkan keyakinan hakim  atas  kebenaran adanya suatu  tindak  pidana 
yang telah dilakukan  terdakwa. 2) Alat bukti menurut hukum  positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk 
dan keterangan terdakwa. Hukum positif mengatur bahwa  hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat 
dipergunakan untuk  pembuktian. 3) Alat bukti dalam  hukum  Islam dan  Hukum  Positif mempunyai kedudukan yang  sama 
yaitu membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap 
suatu perbuatan yang disangkakan. Persamaannya adalah hukum  mengatur perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa atau 
anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. 






Setiap  perbuatan manusia yang disangkakan telah 
memenuhi unsur delik/perbuatan pidana harus mam- 
pu dibuktikan  oleh negara. Dalam  pasal 184 ayat (1) 
KUHAP, alat  bukti yang  sah  ialah  meliputi  pertama, 
keterangan saksi yaitu  sesuai  pasal  1 angka  27  KU- 
HAP menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu 
alat bukti dalam  perkara  pidana yang berupa keteran- 
gan dari saksi mengenai suatu  peristiwa pidana yang 
ia  dengar   sendiri,  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri 
dengan menyebut alasan  dari  pengetahuannya itu.1 
Kedua, keterangan ahli, menurut KUHAP adalah ket- 
erangan yang diberikan  oleh seseorang yang memiliki 
keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan   untuk 
membuat terang  suatu  perkara  pidana guna  kepent- 
ingan  pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah 
sebagai  alat bukti jika dinyatakan di depan persidan- 
gan dan di bawah  sumpah.2  Ketiga, surat yang dapat 
diterima  sebagai  alat bukti dicantumkan dalam  pasal 
187  KUHAP. 3   Alat bukti keempat adalah alat  bukti 
petunjuk  yang  merupakan perbuatan, kejadian  atau 
keadaan  yang  karena   persesuaiannya  baik  antara 
yang  satu  dengan yang  lain maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri,  menandakan bahwa  telah  terjadi 
suatu  tindak  pidana dan  siapa  pelakunya. Petunjuk 
tersebut  hanya  dapat diperoleh dari keterangan saksi, 
surat, dan keterangan terdakwa.4 
Alat  bukti  terakhir   adalah  keterangan  terdakwa 
atau disamakan dengan bukti pengakuan confessions
 
 
1Eddy  O.S. Hiariej, Teori dan  Hukum  Pembuktian, (Jakarta:  Erlangga, 
2012), 100. 
2Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, 106 
3Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, 107 
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evidence  yang  menurut KUHAP adalah sebagai  apa 
yang terdakwa  nyatakan di sidang tentang  perbuatan 
yang  ia lakukan  atau  yang  ia ketahui  sendiri  atau  ia 
alami  sendiri.  Dalam  KUHAP  menyebutkan urutan 
alat   bukti   tersebut   menunjukkan  prioritas,   bahwa 
dalam  pembuktian hukum  acara  pidana keterangan 
saksi adalah alat bukti yang paling diutamakan. Akan 
tetapi hakim tetap harus hati-hati dan cermat dalam 
menilai alat-alat  bukti lainnya.5 
Pada  umumnya semua  orang dapat menjadi  saksi, 
terkecuali  yang menjadi  saksi adalah yang tercantum 
dalam  pasal 186 KUHAP, yaitu keluarga  sedarah atau 
semenda dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah 
sampai  derajat  ketiga  dari  terdakwa  atau  yang  ber- 
sama-sama sebagai  terdakwa, saudara dari terdakwa 
atau  yang  bersama-sama sebagai  terdakwa, saudara 
ibu atau  saudara bapak,  juga mereka  yang  mempu- 
nyai  hubungan karena   perkawinan, dan  anak-anak 
saudara terdakwa  sampai  derajat  ketiga,  suami  atau 
istri terdakwa  meskipun  sudah  bercerai  atau  yang 
bersama-sama sebagai  terdakwa.6   Menurut  KUHAP 
saksi adalah orang  yang  dapat memberikan keteran- 
gan  guna  kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang  suatu  perkara  pidana yang ia den- 
gar sendiri dan ia alami sendiri.7 
Dalam   persidangan  sering  dijumpai   bahwa   ter- 
dakwa   mencabut  keterangan yang  diberikannya  di 
luar persidangan atau  keterangan yang diberikannya 
kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang 
dimuat  dalam  Berita Acara Penyidian (BAP). Dimana 
keterangan tersebut pada  umumnya berisi pengakuan 
terdakwa  atas tindak  pidana yang didakwakan kepa- 
danya. Keterangan penyidik  dan  keterangan di per- 
sidangan merupakan istilah yang berbeda, keterangan 
yang diberikan  di muka  penyidik  disebut  keterangan 
tersangka, sedangkan keterangan yang  diberikan  di 
persidangan disebut   keterangan terdakwa. Adapun 
alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah 
bahwa  pada  saat  memberikann keterangan di hada- 
pan penyidik, terdakwa  dipaksa atau diancam dengan 
kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. Tindakan yang 
menimbulkan penderitaan yang berat  terhadap sese- 
orang baik rohani maupun jasmani,  tentunya melang- 
gar hak  terdakwa  untuk  memperoleh keadilan.  Oleh 
karena  itu Jaksa  Penuntut Umum  dan  hakim  meng- 
hadirakan saksi verbalisan, yakni dari pihak penyidik 
atau  lembaga kepolisian. 
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
sejahtera, adil dan  makmur  yang merata  materiil dan 
spirituil berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang 
Dasar 1945,  maka  kualitas sumber  daya  manusia In- 
donesia sebagai  salah satu modal  pembangunan na- 
sional perlu ditingkatkan  secara  terus menerus. Pada 
era  globalisasi  ini masyarakat lambat  laun  berkem- 
bang,  dimana perkembangan itu selalu diikuti proses 
penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut 
terjadi  secara  tidak seimbang. Dengan  kata  lain, pe- 
langgaran terhadap norma-norma tersebut  semakin 
sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik 
jenis maupun bentuk  pola pikir masyarakat yang se- 
makin  maju.  Di antara aparat penegak hukum  yang 
juga mempunyai peran  penting  terhadap adanya ka- 
sus tindak pidana ialah “penyidik”.8 
Penyidik sesuai pasal 1 butir 1 adalah pejabat poli- 
si negara  Republik  Indonesia atau  pejabat pegawai 
negeri  sipil tertentu   yang  diberi  wewenang  khusus 
oleh  undang-undang untuk  melakukan penyidikan. 
Sedangkan yang  dimaksud dengan penyidikan ada- 
lah serangkaian tindakan penyidikan dalam  hal dan 
menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang ini 
untuk  mencari  serta mengumpulkan bukti yang den- 
gan bukti itu membuat terang  tentang  tindak  pidana 
yang  terjadi  guna  menemukan tersangkanya. Dalam 
proses penyidikan seorang  tersangka  seringkali mem- 
bayangkan bahwa  dirinya akan  menghadapi sesuatu 
yang  menyeramkan. Mulai dari sosok penyidik  yang 
selalu bermuka menyeramkan hingga  bayangan pe- 
mukulan-pemukulan yang akan dihadapi. Karena hal 
itu memang sudah  bukan rahasia  umum.  Maka hal itu 
menjadi  sebuah asumsi  masyarakat, yang  terkadang 
dimanfaatkan bagi  terdakwa   untuk  mencabut  BAP 
dari pihak kepolisian dengan alasan  paksaan. 
Berdasarkan uraian  di atas penulis menilai bahwa 
secara   pembuktian dalam     pengadilan merupakan 
hal mutlak yang menjadi dasar bagi hakim untuk 
memutuskan suatu  perkara. Pembuktian ini merupa- 
kan  langkah  untuk  mendapatkan keyakinan   hakim 
tentang  perkara  yang  sedang  disidangkan dan  akan 
ditetapkan keputusan hukumnya. Namun  demikian, 
kenyataan yang masih dijumpai  adalah adanya pem- 
buktian  ini ternyata bisa menimbulkan kejhatan baru 
yaitu adanya upaya  pelaku kejahatan untuk membuat 
atau menunjukan alat bukti palsu yang dianggap bisa 
menutupi perbuatannya. Sebagai  contoh,  seseorang 
pelaku  korupsi merekayasa berbagai alat bukti beru- 
pa catatan keuangan, kwitansi, merekayasa saksi dan 
lain-lain untuk membuktikan bahwa  tuduhan korupsi 
tersebut  tidak benar.  Contoh  ini menunjukan bahwa 
alat  bukti  memegang peranan  penting   dalam   per- 
sidangan untuk  membuktikan kejahatan atau  mem- 
buat seseorang terbebas  dari tuntutan hukum.
 
5Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, 112 
6Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana  Indonesia,  260. 
7C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,  (Ja- 







8Henny Mono, Praktik Berperkara Pidana,  (Malang: Bayumedia,  2010),




Di Indonesia ada  dua  aturan  hukum  yang  harus 
ditaati  oleh  umat  Islam yaitu  hukum  Islam dan  hu- 
kum negara  (hukum  positif). Masing-masing  memiliki 
pertimbangan tersendiri  dalam  menetapkan tentang 
pembuktian dalam   pengadilan.9    Untuk  mengetahui 
bagaimana ketentuan tentang   pembuktian menurut 
hukum Islam dan hukum positif, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian  tesis dengan judul : “Eksistensi 
Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif menu- 
rut Hukum  Islam dan Hukum  Positif di Indonesia).” 
 
Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana eksistensi  alat  bukti  dalam  peradilan 
menurut hukum  Islam? 
2.  Bagaimana eksistensi alat bukti dalam  pengadilan 
menurut hukum  positif di Indonesia ? 
3. Bagaimana perbandingan eksistensi alat bukti 
menurut hukum  Islam dan hukum  acara  pidana? 
 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 
1.   Eksistensi alat bukti dalam  peradilan menurut hu- 
kum Islam. 
a.   Eksistensi  alat  bukti  dalam   pengadilan menurut 
hukum  positif di Indonesia. 
b.   Perbandingan antara perbedaan dan  persamaan 




1. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian  secara   etimologi   berasal   dari  bukti 
yaitu menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun 
secara  terminologi  berarti  usaha  menunjukkan benar 
atau  salahnya terdakwa  dalam  sidang  pengadilan.10 
Menurut  Daud  Ali, pembuktian adalah menyakinkan 
hakim  tentang  kebenaran dalil atau  dalil- dalil yang 
dikemukakan dalam  suatu  persengketaan, jadi pem- 
buktian  itu diperlukan  dalam  masalah persengketaan 
atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.11 Sedan- 
gkan menurut Pipin Syarifin, yang dimaksud dengan 
pembuktian adalah mengajukan alasan  dan member- 
ikan  dalil sampai  kepada batas  yang  menyakinkan. 
Menyakinkan ialah apa yang menjadi  ketetapan atau 
keputusan atas dasr penilitian dan dalil- dalil itu.12 
Pembuktian adalah penyajian alat-alat  bukti yang 
sah  menurut hukum  kepada hakim  yang  memeriksa 
suatu  perkara   guna  memberikan kepastian tentang 




9Ihromi Kelana, Perkembangan Pergaulan  Remaja abad 21, h, 46 
10Andi Hamzah,  Kamus Hukum, (Jakarta,  Ghalilea, 1999) h. 221 
11Daud  Ali, Hukum  Islam dan  Peradilan  Agama,  (Jakarta,  Rajawali, 
1999) h. 110 
12Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta,  Pustaka Setia, 2012) 
h. 99 
persidangan pihak-pihak yang berperkara tentu  akan 
mengemukakan  peristiwa-peristiwa yang  bisa  dijadi- 
kan dasar  untuk menguatkan hak hukumnya, namun 
tidak cukup  hanya  dikemukakan begitu saja, baik se- 
cara  tertulis maupun lisan tetapi  harus  disertai bukti- 
bukti yang sah menurut hukum  agar dapat dipastikan 
kebenarannya.  Artinya,  peristiwa-peristiwa tersebut 
harus disertai pembuktian secara  yuridis.13 
Dalam hal pembuktian ini pihak-pihak berperkara 
harus aktif dan berkewajiban untuk membuktikan 
peristiwa-peristiwa yang  dikemukakan, sedangkan 
hakim   bersifat  pasif.  Pihak-pihak  yang   berperkara 
tidak perlumemberitahukan  dan  membuktikan pera- 
turan  hukumnya, tetapi  yang  perlu  dibuktikan  ada- 
lah peristiwanya atau  hubungan hukumnya yang 
menjadi  dasar  adanya hak  perdata pihak-pihak ber- 
perkara. Hakim  menurut asas  hukum  acara  perdata 
dianggap  mengetahui  akan   hukumnya,  baik  tertu- 
lis maupun tidak  tertulis,  dan  hakimlah  yang  bertu- 
gas  menerapkan hukum  perdata (materil)  terhadap 
perkara  yang  diperiksa  dan  diputuskannya.  Melaku- 
kan  pembuktian maka  pihak-pihak berperkara  dan 
hakim yang memimpin pemeriksaan perkara  perdata 
di persidangan, harus  memperhatikan ketentuan-ke- 
tentuan hukum  pembuktian yang  mengatur tentang 
cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam 
alat bukti, serta kekuatan alat-alat  bukti tersebut  dan 
sebagainya.14 
 
2.  Macam-macam Pembuktian 
Bukti res upsa loquiter adalah fakta berbicara  atas 
dirinya  sendiri.  Dan  bukti res upsa  loquiter  ada  tiga 
macam, yaitu : 
1.  Barang  hasil kejahatan dan  penipuan Jika  suatu 
barang   berada dalam  kekuasaan  seseorang  lalu 
indikasi-  indikasi  yang  nyata  menunujukkan ba- 
rang  tersebut  hasil  kejahatan atau  penipuannya, 
maka pengakuan orang yang menguasainya seba- 
gai barang  miliknya tidak dapat diterima.15 
2.  Barang  itu diketahui  milik sah  orang  yang  men- 
guasainya. Jika diketahui  sesuatu  barang  yang be- 
rada dalam kekuasaan seseorang sebagai miliknya 
yang sah, maka  gugatan  orang  terhadapnya tidak 
diterima.  Jika mempertimbangkan lamanya waktu 
kedaluwarsa, maka  Ibnu  Qayyim,  Ibnu  Wahab, 
Ibnu  Abdul  Hakim,   dan   Ashbagh,   menentukan 
bahwa   lamanya waktu  kedaluwarsa itu  sepuluh 
tahun.  Bukti res upsa  loquiter  yang  mengandung 




13Riduan  Syahrani,  Buku Materi Dasar Hukum Acara, (Bandung,  Citra 
Aditya Bakti, 2009 Cet. V) h. 53 
14Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, h. 99 
15Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana,  (Jakarta,  Rieneka Cipta. 2011) 
h. 99
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mengandung dua  kemungkinan, yaitu kemungki- 
nan  ia milik sah  pihak  yang  menguasainya, dan 
kemungkinan penguasaannya  itu  dilakukan   se- 
cara  melawan  hukum.  Dalam  hal yang demikian, 
maka  gugatan  dapat didengar berdasarkan bukti- 
bukti yang diajukan  oleh penggugat. Dan jika tidak 
ada  bukti lawan  yang lebih kuat, maka  barang  itu 
ditetapkan milik penggugat, karena  syari’at  tidak 
mengubah barang  yang berada dalam  kekuasaan 
seseorang yang  diakui  oleh  adat  dan  oleh  rasa 
hukum  masyarakat setempat dinyatakansebagai 
miliknya, untuk dinyatakan sebagai  miliknya yang 
tidak sah. Munculah  suatu sistem yang bukan  ber- 
dasarkan keyakinan  individu seorang  hakim  yang 
bebas  menentukan putusan buat  terdakwa. Teori 
ini disebut teori pembuktian berdasarkan keya- 
kinan  hakim  atas  alasan  yang  logis. Dalam  teori 
ini terdapat suatu  system,  di mana  hakim  dapat 
memutuskan seseorang bersalah  berdasarkan alat- 
alat  bukti  yang  berlandaskan kepada  peraturan 
pembuktian tertentu.  Jadi  dalam  hal  ini putusan 
hakim  tersebut  dijatuhkan dengan suatu  motiva- 
si.16 
3.  Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pem- 
buktian bebas karena hakim bebas untuk menye- 
butkan  alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini ke- 
mudian  terpecah menjadi  dua jurusan,  antara lain 
sistem pembuktian berdasarkan keyakinan  hakim 
atas  alasan  yang  logis,  sistem  pembuktian  yang 
logis berdasarkan Undang-Undang secara  negatif. 
Kedua jurusan tersebut jelas dapat disimpulkan 
bahwa   kekuasaan  hakim  telah  dibatasi   dengan 
suatu  ketentuan tidak bebas  seperti  dalam  sistem 
sebelumnya, sehingga  tidak memberi  kesempatan 
kepada terdakwa  untuk membela hak asasinya  se- 
bagai  tersangka. Batasan-batasan  tersebut  dapat 
dibedakan, antara lain:17 
a.  Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada 
keyakinan  yang   berdasarkan alasan  logis. 
b.  Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada 
keyakinan  yang  berdasarkan kepada undang- 
undang. 
 
3.  Cara-Cara Pembuktian 
Cara-cara untuk mengetahui keadaan-keadaan 
yang   berhubungan  dengan  gugatan,  atau   hujjah 
yang  menguatkan  gugatan,  menurut  Ibnu  Qayyim 
ada  26 cara.  Sebagian besar  para  fukaha  antara lain 
Ibnu  Abidin  membatasi dalam   dua  cara  saja.  Per- 
tama,  gugatan  (dakwa).  Kedua,  bukti (hujjah).  Dak- 
wa  ialah  tuduhan yang  dapat diterima  oleh  hakim 
untuk  menuntut sesuatu  hak  pada  orang  lain,  atau 
 
 
16Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, h. 99 
17Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana,  h. 98 
untuk  membela haknya  sendiri.18        Penggugat tidak 
dipaksa  untuk  meneruskan gugatannya, apabila  dia 
tidak mau  meneruskannya lagi. Apabila   penggugat, 
dapat dipaksa   menjawab untuk  mengetahui benar 
tidaknya gugatan itu di muka pengadilan. Apabila 
penggugat telah  mengemukakan gugatannya, maka 
perlulah  tergugat  memberikan jawabannya.  Apabila 
dia diam,  maka  dapat dianggap bahwa  dia menolak 
gugatan  itu. Jika si tergugat  membenarkan gugatan, 
atau  menolaknya, tetapi dapat dibuktikan  kebenaran 
oleh  si penggugat berdasarkan bukti-bukti  yang  sah, 
maka  hakim pun memutuskan perkara  itu. Apabila si 
penggugat tidak dapat memberikan bukti, maka  atas 
permintaan si penggugat hakim  menyuruh si tergu- 
gat 38  supaya bersumpah dan  sesudah itu, barulah 
hakim memutuskan perkara  secara sumpah atau den- 
gan menolak  sumpah.19 
Berdasarkan sejarah  Islam, tindakan yang  dilaku- 
kan  Rasulullah  dalam  menyelesaikan perkara   tidak 
sekedar   memutuskan  dan   menyelesaikan perkara, 
akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani 
sebagai  pintu  yang  dapat membuka tumbuhnya ke- 
sadaran  hukum   dari  para   pihak   yang  berperkara. 
Karena itu, dalam  menyelesaikan perkara, Rasulullah 
senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijti- 
had,  bukan  berdasarkan turunnya wahyu.  Demikian 
pula  putusan yang  diambil,  yaitu  berdasarkan pada 
bukti-  bukti  otentik,   dan   bukan   didasarkan pada 
hakikat masalah.20 
Pada  dasarnya yang dicari di pengadilan itu ada- 
lah kebenaran formal, bukan  kebenaran materiil. Hal 
itu tercermin dalam satu kasus. Dalam menyelesaikan 
perkara  yang kasat mata  sulit dibuktikan  karena  tidak 
cukup   bukti,   Rasulullah   banyak   menyentuh  kesa- 
daran  imani dan  sentuhan nurani.  Dengan  kata lain, 
Rasulullah tidak hanya  berpegang teguh kepada fakta 
hukum  yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan 
pengakuan tulus  dari  para   pihak  untuk  sejujurnya 
menyatakan dan  menyampaikan duduk  perkaranya 
dengan benar.   Dalam  menghadapi perkara-perkara 
itu, Rasulullah SAW. senantiasa memutuskan perkara 
tersebut  berdasarkan ijtihad. Sudah  barang  tentu  pu- 
tusan  yang  dihasilkannya pun  sangat  relatif bisa be- 
nar, bisa juga salah (bisa tepat,  bisa juga tidak).21 
 
4. Teori  Sistem Pembuktian dalam Hukum Pi- 
dana 
Pembuktian adalah  ketentuan yang  berisi  peng- 
garisan  dan  pedoman tentang  cara-cara yang  dibe- 
narkan    undang-undang   membuktikan   kesalahan 
 
 
18Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana,  h. 98 
19Ibnu  Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan  Islam, (Yogyakar- 
ta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 206 
20Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana,  h. 98 
21Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana,  h. 111




yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 
merupakan ketentuan yang  mengatur alat-alat  bukti 
yang  dibenarkan undang-undang dan  boleh  diguna- 
kan  hakim  membuktikan kesalahan  yang  didakwa- 
kan. Ruang lingkup pembuktian adalah:22 
1. Sistem Pembuktian 
Mc. Wija merinci beberapa sistem pembuktian yang 
digunakan oleh hakim dalam persidangan antara lain  : 
a.  Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan  hakim 
belaka atau  conviction intime. 
b.  Sistem  pembuktian menurut undang-undang  se- 
cara positif atau  wettelijk stesel 
c.  Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan  hakim 
atas  alasan   yang  logis  atau   ”laconvictioan  rais- 
onel” 
d.  Sistem  pembuktian menurut undang-undang  se- 
cara negatif atau  ”negatif wettelijk stesel”. 
 
2. Teori/Sistem Pembuktian 
Menurut   Mc.  Wija,  beberapa  teori   pembuktian 
antara lain  : 
a.   Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan  hakim 
belaka (conviction  intime). 
Terbukti   tidaknya   kesalahan  terdakwa   semata- 
mata  ditentukan atas penilaian  keyakinan  atau 
perasaan hakim.  Dasar  hakim  membentuk keya- 
kinannya tidak  perlu  didasarkan pada  alat  bukti 
yang ada.25 
b.   Sistem  pembuktian berdasarkan undang-undang 
secara  positif (positif wettelijk bewijs theori) 
Apabila suatu  perbuatan terdakwa  telah  terbukti 
sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang- 
undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa 
terbukti bersalah  tanpa  mempertimbangkan keya- 
kinannya sendiri.26 
c.   Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan  hakim 
atas alasan  yang logis(conviction rasionnee) 
Putusan  hakim   didasarkan  atas   keyakinannya 
tetapi   harus   disertai   pertimbangan  dan   alasan 
yang  jelas dan  logis. Di sini pertimbangan hakim 
dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable.27 
d.   Sistem  pembuktian berdasarkan undang-undang 
secara  negatif (negatif wettelijk bewijs theorie) 
Sistem   pembuktian  ini  berada  diantara  sistem 
positif wettelijk dan  sistem  conviction  resionnee. 
Salah  tidaknya  seorang  terdakwa  ditentukan oleh 
keyakinan  hakim  yang didasarkan pada  cara dan 




22Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana,   h. 99 
23Mc. Wija, Sistim Pembuktian, (Jakarta,  Binangkit, 2012) h, 111 
24Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta,  Pustaka  Setia, 2012) 
h. 99 
25Mc. Wija, Sistim Pembuktian, h, 110 
26Mc. Wija, Sistim Pembuktian, h, 110 
27Mc. Wija, Sistim Pembuktian, h, 110 
Undang.28 
 
Jadi  sistem pembuktian yang  dianut  peradilan pi- 
dana   Indonesia adalah  sistem  pembuktian  negatief 
wettelijk stelsel atau  sistem  pembuktian menurut un- 
dang-undang secara negatif yang mengharuskan bah- 
wa  kesalahan  terbukti  dengan  sekurang-kurangnya 
”dua  alat bukti yang sah dan  dengan alat bukti mini- 
mum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan 
bahwa   telah  terjadi  tindak  pidana dan  terdakwalah 
pelakunya. Sistem  embuktian yang  dianut  Indonesia 
adalah sebagaimana diatur  dalam  pasal 183  KUHAP 
yaitu hakim  tidak boleh  menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali  apabila   dengan  sekurang-kurang- 
nya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar terjadi  dan 
bahwa  terdakwalah yang bersalah  melakukannya.29 
Asas  minimum   pembuktian  merupakan   prinsip 
yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk mem- 
butikan  kesalahan terdakwa  yaitu  dengan sekurang- 
kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya  satu alat 
bukti belum  cukup)  dan  keecuali  dalam  pemeriksaan 
perkara  dengan cara pemeriksaan cepat,  dengan satu 
alat  bukti sah  saja  sudah  cupuk  mendukung  keyaki- 
nan hakim. Prinsip pembuktian adalah:30 
1). Hal yang secara umum sudah  diketahui tidak perlu 
dibuktikan  (notoire feiten). 
2). Satu saksi bukan  saksi (unus testis nullus testis). 
3) Pengakuan (keterangan) terdakwa  tidak cukup  un- 
tuk membuktikan bahwa  ia bersalah. 
 
Metode Penelitian 
Kajian  penelitian   ini dilakukan  melalui  pendeka- 
tan  kualitatif dengan menggunakan metode normatif 
yaitu pendekatan yang menelaah hukum  sebagai  kai- 
dah  yang  dianggap sesuai  dengan penelitian  yuridis 
normatif atau penelitian  hukum tertulis atau penelitian 
hukum  yang  doktrinal,  yang  bekerja  untuk  menemu- 
kan  jawaban- jawaban yang  benar  dengan pembuk- 
tian  kebenaran yang  dicari dari  preskripsi-  preskripsi 
hukum  yang tertulis di kitab-kitab Undang-Undang.31 
 
Pembahasan 
1.  Konsep Perbandingan Hukum Islam dan Hu- 
kum  Positif 
Perbandingan Hukum  sebagai  metode penelitian 
dan  sebagai  ilmu pengetahuan usianya  relatif masih 
muda,  karena  baru  tumbuh secara  pesat  pada  akhir 





28Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta,  Pustaka  Setia, 2012) 
h. 99 
29Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, h. 99 
30Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, h. 108
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salah satu sumber  pengetahuan yang sangat  penting. 
Perbandingan dapat dikatakan sebagai  suatu  teknik, 
disiplin, pelaksanaan dan  metode di mana  nilai-nilai 
kehidupan manusia, hubungan dan  aktivitasnya 
dikenal dan  dievaluasi.  Pentingnya perbandingan te- 
lah mendapatkan penghargaan di setiap bagian  oleh 
siapapun dalam   bidang   studi  dan  penelitian.   Nilai 
penting   tersebut   direfleksikan  pada   pekerjaan dan 
tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu 
pengetahuan, ahli sejarah,  ahli ekonomi,  para politisi, 
ahli hukum  dan mereka  yang terkait dengan kegiatan 
penyelidikan dan  penelitian.   Apapun   gagasan, ide, 
prinsip dan  teorinya,  kesemuanya dapat diformulasi- 
kan  dan  dapat dikatakan sebagai  hasil dari  metode 
studi perbandingan.32 
Perbandingan konsep  antara konsep  hukum  Islam 
dengan konsep  hukum  positif nampaklah jelas. Term 
hukum  Islam merupakan terjemahan dari kata al-fiqh 
al-islami yang dalam literatur Barat disebut The Islam- 
ic Law atau dalam  batas-batas yang lebih longgar the 
Islamic Jurisprudence. Yang pertama lebih cenderung 
kepada syariah  sedangkan yang  kedua  kepada fiqh, 
namun keduanya tidak tidak dapat digunakan secara 
konsisten.  Begitu juga term hukum  Islam mengalami 
ambigiutas antara fiqh yaitu hukum  praktis yang  di- 
ambil  dari  dalil-dalil tafsili (rinci) dan  syari’ah,  yaitu 
peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manu- 
sia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tu- 
hannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya 
dan  dengan kehidupannya. Akan tetapi term hukum 
Islam ini ketika ditelusuri dalam  rumusan para  ulama 
ushul fiqh mempunyai pengertian yang berbeda dari 
kedua  term tersebut  diatas.33 
Hukum  Islam dalam  diskursus ushul fiqh lebih se- 
bagai  al hukm  asy-syar’i yang  diartikan  sebagai  kh- 
itab Allah (titah/sapan Allah ), yang berkaitan  dengan 
perbuatan mukallaf baik berupa taklif, tahyir (pilihan) 
maupun penetapan. Dalam diskursus ushul fiqh, 
sumber  hukum  Islam dapat berupa dalil nash  ( tek- 
stual ) dan dalil ghairu nash (paratekstual). Dalil nash 
yaitu Al-Qur’an dan  Sunnah, sedangkan dalil ghairu 
nash  yaitu  diantaranya qiyas,ijma’,  istihsan,  istislah, 
istishab,   ‘urf,  pendapat  para   sahabat  dan   syari’at 
umat terdahulu.34 
Konsep  hukum   Islam  ini  mempunyai beberapa 
perbedaan dengan konsep  hukum  positif, namun da- 




31Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum (Jakarta: sinar Grafika ,2011), 
h. 25. 
32Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta,  Pustaka  Setia, 2012) 
h. 99 
33Andi Hamzah,  Hukum  Acara Pidana,  (Jakarta,  Rieneka Cipta. 2011) 
h. 99 
34Roihan  A. Rasyid, Hukum  Acara Peradilan  Agama,  Cet.  I, (Jakarta, 
Raja Grafindo Persada,  2007), hal. 171. 
maan-persamaan. Begitu juga mengenai sumber  hu- 
kum terdapat perbedaan antara sumber  hukum  Islam 
dan sumber hukum positif. Karena itu, tulisan ini akan 
membahas tentang  konsep  dan  sumber  hukum  Islam 
dengan menggunakan analisis perbandingan dengan 
hukum  positif.35 
Dalam  ilmu hukum  terdapat beberapa pengertian 
mengenai hukum   yang  berbeda-beda.  Diantaranya 
menurut E.Utrecht,  seorang   sarjana   hukum   bangsa 
Indonesia yang  berpendapat bahwa   hukum  adalah 
himpunan petunjuk-petunjuk hidup  tata  tertib  suatu 
masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota 
masyarakat yang bersangkutan.36 
Sedangkan menurut J.C.T  Simorangkir  dan  Wo- 
erjono   Sastropranoto hukum   adalah peraturan-per- 
aturan  yang bersifat memaksa, yang menentukan 
tingkah  laku  manusia dalam  lingkungan  masyarakat 
yang  dibuat  oleh  badan-badan resmi yang  berwajib, 
pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut 
berakibat  diambilnya tindakan yaitu hukuman terten- 
tu (sanksi),  serta  masih  banyak  definisi hukum  yang 
berbeda-beda.37 
Dari  definisi  yang  berbeda-beda itu,  dapat  diru- 
muskan  bahwa  hukum  mengandung unsur-unsur : 1) 
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam  per- 
gaulan  masyarakat, 2) Peraturan itu dibuat  oleh  ba- 
dan yang berwajib, 3) Peraturan itu bersifat memaksa 
4) Ada Sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. 
Pengertian hukum  yang  dibahas dalam  ilmu hu- 
kum tersebut  hanyalah merupakan pengertian hukum 
secara lahiriah (das ding furmich), karena  ilmu hukum 
melihat hukum sebagaimana adanya. Adapun  hakikat 
hukum  merupakan suatu  yang  tidak terpapar dalam 
ilmu hukum,  melainkan terdapat dalam  pembahasan 
filsafat hukum.  Kedua disiplin tersebut  sama-sama 
menjawab pertanyaan  tentang   apakah hukum   itu? 
Namun   jawaban yang  diberikan   oleh  ilmu  hukum 
dan  filsafat hukum  berbeda. Ilmu hukum  menjawab 
pertanyaan tersebut  dengan melihat  kepada hukum 
positif. Sedangkan filsafat hukum mengkaji hukum se- 
cara mendalam, komperhensif dan radikal, menjawab 
pertanyaan tersebut  dengan melihat  kepada hakikat 
hukum  (das ding unsich).38 
Karena  itu untuk  mengetahui tentang  hakikat  hu- 
kum  perlu  membahas hukum   secara   filosofis. Dari 
segi hakikatnya, hukum  dapat dilihat sebagai  : 
 
1. Perintah dan  Penilaian 
Hukum      merupakan    norma      yang      menga- 




35Roihan  A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan  Agama, Cet. I, hal. 172. 
36Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana,  h. 99 
37Mc. Wija, Sistim Pembuktian, (Jakarta,  Binangkit, 2012) h, 111 
38Mc. Wija, Sistim Pembuktian, h, 111
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keadaan tertentu,   tetapi  tanpa   mengabaikan dunia 
kenyataan,maka hukum  dapat digolongkan   kepada 
norma   kultur  .  Norma  adalah sarana yang  dipakai 
oleh  masyarakatnya untuk  menertibkan, menuntun 
dan  mengarahkan tingkah  laku anggota masyarakat 
dalam  hubungannnya satu sama  lain. Untuk bisa 
menjalankan fungsi  tersebut,  norma  harus  mempu- 
nyai  kekuatan yang  bersifat  memaksa. Dengan  de- 
mikian  hukum  juga mempunyai caranya sendiri  un- 
tuk menerapkan ciri khas dari norma  tersebut  ( yaitu 
sifat memaksa ).39 
Norma  hukum  bertujuan untuk mengarahkan 
tingkah laku anggota masyarakat, sesuai dengan 
keinginan  dan  kehendak masyarakat itu.  Kehendak 
masyarakat  untuk  mengarahkan tingkah  laku  ang- 
gotanya itu dilakukan  dengan membuat suatu pilihan 
antara tingkah  laku yang  disetujui  dan  yang  ditolak, 
maka norma  hukum merupakan persyaratan dari 
penilaian-penilaian.40 
Oleh karena  itu norma  hukum bukan hanya  meru- 
pakan perintah  melainkan mempunyai nalar-nalar ter- 
tentu, yaitu penilaian  yang dilakukan oleh masyarakat 
terhadap   tingkah    laku   dan    perbuatan-perbuatan 
orang  dalam  masyarakat. Adapun  penilaian  tersebut 
tidaklah  berdiri sendiri melainkan merupakan bagian 
dari ide yang lebih besar yaitu masyarakat bagaimana 
yang diinginkan.  Hal ini sesuai sesuai dengan penda- 
pat  bahwa  hukum  merupakan alat  untuk  mengatur 
masyarakat (law is tool  of social  engineering).  Dari 
paparan tersebut  dapat dinyatakan bahwa  norma  hu- 
kum dalam  dirinya  mengandung dua  hal yaitu pato- 
kan penilaian  (hukum  menilai kehidupan masyarakat 
dengan  menyatakan apa   yang  dianggap baik  dan 
tidak  baik)  dan  patokan tingkah  laku (petunjuk  ten- 
tang   perbuatan  mana   yang   harus   dikerjakan   dan 
yang harus ditinggalkan).41 
 
2. Hubungan 
Terdapat beberapa pandangan tentang  hukum  di- 
antaranya :42 
a.   Hukum  adalah hubungan diantara suatu persona 
dan  suatu  hal (benda, urusan)  yang  menyebab- 
kan hal itu berada dalam  suatu hubungan terten- 
tu dengan persona, seperti menjadi  miliknya. 
b.   Hukum adalah undang-undang atau suatu perun- 
dang-undangan. 
c.  Hukum  adalah suatu ilmu yang memberikan 
pengetahuan tentang  hukum,  pengetahuan ten- 
tang  undang-undang ,dan  pengetahuan tentang 




39Riduan  Syahrani,  Buku Materi Dasar Hukum Acara, (Bandung,  Citra 
Aditya Bakti, 2009 Cet. V) h. 53 
40Mc. Wija, Sistim Pembuktian, h, 111 
41Mc. Wija, Sistim Pembuktian, h, 113 
Dari beberapa pemahaman tentang  hukum  terse- 
but, Lili Rasjidi lebih cenderung bahwa  arti utama  dari 
hukum   adalah  hubungan.  Menurutnya undang-un- 
dang  disebut  hukum  karena  undang-undang menjadi 
penyebab dan norma  dari hubungan-hubungan terse- 
but di atas.  Sedangkan arti ilmu adalah arti turunan 
dari hukum,  yaitu ilmu yang subjeknya  adalah hukum 
atau   undang-undang.  Hukum   mengatur perbuatan 
jika perbuatan tersebut   merupakan perbuatan  terh- 
adap  orang  lain, dan  jika kita mempunyai hak berarti 
kita mempunyai hak  terhadap orang  lain atau  suatu 
persona. Karena itu dapat dikatakan bahwa  objek dari 
hak adalah perbuatan orang  lain. 
Dari paparan diatas  dapat ditetapkan bahwa  hu- 
kum adalah suatu  hubungan diantara seseorang den- 
gan  suatu  perbuatan ( sesuatu  atau  tidak melakukan 
sesuatu   )  dari  seseorang yang  lain,  yang  membuat 
orang  ini menghubungkan dirinya  dengan perbuatan 
ini ( tidak melakukan ini ) sebagai dengan kepunyaan- 
nya sebagai  sesuatu  yang menjadi  miliknya. 
Dalam diskursus hukum Islam, term hukum berasal 
dari  bahasa Arab  al-hukm  ( tanpa  u antara huruf  k 
dan  m ) yang  berarti  norma  atau  kaidah  yakni uku- 
ran, tolak ukur, patokan,pedoman yang dipergunakan 
untuk  menilai  tingkah  laku  atau  perbuatan manusia 
dan  benda .  Hukum  juga  merupakan kategori  dan 
penilaian tingkah laku. Hukum sebagai titah Allah 
berakibat  pada  pengkategorian terhadap perbuatan. 
Misalnya  titah  Allah untuk  menepati janji, berakibat 
pada  tuntutam perbuatan menepati janji yang berarti 
perbuatan menepati janji termasuk  tuntutan atau  wa- 
jib. Maka  sering  terjadi  penyebutan hukum  sebagai 
wajib, haram  dan sebagainya.43 
Dari  pengertian  hukum   syar’i  (  secara   umum   ) 
di atas,  dapat diketahui  bahwa  hukum  secara  syar’i 
terdiri  dari  hukum  taklifi, tahyiri,dan hukum  wad’li. 
Hukum  taklifi yaitu hukum  yang menjelaskan tentang 
perintah,larangan dan  pilihan untuk  menjalankan se- 
suatu  dan  meninggalkannya. Adapun  hukum  wadl’i 
yaitu  berupa sebab   yang  mewajibkan, syarat  yang 
mesti dipenuhi dan man’i. Sebab  adalah sesuatu  yang 
lahir  dan  jelas batasan-batasannya, yang  oleh  Allah 
(syar’i)  dijadikan   sebagai  tanda bagi  wujudnya hu- 
kum. 
Dalam  sistem  hukum  Islam  ada  lima  hukm  atau 
kaidah  yang  dipergunakan sebagai  patokan mengu- 
kur perbuatan manusia baik dibidang  ibadah maupun 
dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah  tersebut, 
disebut  al-ahkam  al-khamsah atau  penggolongan hu- 
kum lima yaitu:44 
 
 
42Riduan  Syahrani,  Buku Materi Dasar Hukum Acara, (Bandung,  Citra 
Aditya Bakti, 2009 Cet. V) h. 53 
43Eddy  O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta:  Erlangga, 
2012), 100. 
44Roihan  A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan  Agama, Cet. I, hal. 172.




1.  Ja’iz atau  Mubah 
2.  Sunnat 
3.  Makruh 
4.  Wajib,dan 
5.  Haram 
Penggolongan hukum  yang lima atau yang disebut 
juga kategori  hukum  atau  lima jenis ini, didalam  ke- 
pustakaan Islam disebut  juga  hukum  taklifi. Hukum 
taklifi yaitu  hukum  yang  menjelaskan tentang  perin- 
tah, larangan dan  pilihan untuk menjalankan sesuatu 
atau  meninggalkannya. Sedangkan bentuk  perintah 
dan  larangan itu ada  yang  pasti dan  ada  yang  tidak 
pasti. Jika bentuk  perintah  itu pasti maka  disebut  wa- 
jib ( yaitu  suatu  perintah  yang  harus  dilakukan  dan 
jika orang  meninggalkannya berdosa ) dan  jika tidak 
pasti maka  disebut  mandb atau  sunnah ( yaitu suatu 
perintah  yang  dianjurkan oleh  syar’i, jika dikerjakan 
mendapat  pahala  dan   jika  ditinggalkan   tidak  ber- 
dosa).  Demikian  pula  jika larangan berbentuk pasti 
maka  disebut  makruh.  Adapun  tahyir ( pilihan ) ada- 
lah  hukum  mubah. Mubah  ini adalah suatu  hukum 
yang memberikan kebebasan kepada orang  mukallaf 
untuk  memilih  antara mengerjakan suatu  perbuatan 
atau  meninggalkannya.45 
Dari uraian  diatas  nampak perbedaan konsep  pe- 
nilaian menurut Hukum  Romawi yang melandasi hu- 
kum barat  pada  umumnya,dengan konsep  hukum  is- 
lam. Hukum  Islam mempunyai penilaian  sunnah dan 
makruh.  Sunnah sebagai  pengaman wajib,sedangkan 
makruh  sebagai  pengaman haram. Kalau seseorang 
sudah  membiasakan diri melakukan sunnah, maka  ia 
tidak  akan  pernah  meninggalkan kewajibannya, se- 
baliknya  kalau ia sudah  biasa meninggalkan makruh, 
maka ia tidak akan pernah melakukan yang haram. 
Dari perbedaan konsep  itu, menimbulkan produk 
hukum  yang  berbeda. Umpamanya tentang  penger- 
tian dan  sanksi hukum  zina. Hukum  barat/positif  me- 
mandang hubungan seks diluar nikah yang dilakukan 
oleh mereka yang sama-sama tidak terikat perkawinan 
dengan orang lain bukan  merupakan zina, jadi bukan 
delik, tidak dapat dihukum  selama tanpa  paksaan dan 
tidak mengganggu ketertiban  umum.  Menurut hukum 
Barat  ( termasuk  yang  dianut  KUHP dan  BW ) yang 
dikatakan zina adalah hubungan seksual diluar nikah 
yang  dilakukakn  oleh  mereka  ( atau  salah  satu  dari 
mereka   )  yang  sedang   terikat  perkawinan dengan 
orang   lain.  Perbuatan zina  tersebut   termasuk   delik 
aduan ( klachtendelik  ), artinya  tidak secara  otomatis 
bisa dituntut,  apabilla ada pengaduan dari pihak yang 
merasa  dirugikan,  yaitu suami atau  istrinya. 
Konsep Islam berbeda dengan konsep  hukum  Ba- 




45Roihan  A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan  Agama, Cet. I, hal. 172. 
luar nikah secara  mutlak adalah terlarang.  Hubungan 
seks di luar nikah, apakah dilakukan oleh mereka yang 
sedang   terikat  perkawinan dengan  orang   lain  atau 
tidak,  apakah dilakukan  secara  sukarela  atau  tidak, 
perbuatan tersebut  secara  mutlak  merupakan tindak 
pidana ( zarimah  hudud ) yang diancam hukuman. 
Sumber   hukum   biasanya  disebut   dengan  dalil. 
Secara   bahasa dalil  yaitu  menunjukan  kepada  ses- 
uatu  yang  baik  yang  konkret  maupun abstrak.  Dalil 
secara  istilah adalah sesuatu  yang didalamnnua dicari 
petunjuk  dengan penglihatan yang benar  tentang  hu- 
kum syar’i amali  (praktis) baik secara  qath’i maupun 
dhanni. Dalil yang disepakati  oleh jumhur ulama yaitu 
Al-Qu’ran,  Sunnah, Ijma dan  Qiyas  . Disamping  itu 
terdapat beberapa dalil yang  masih  menjadi  ikhtilaf 
bagi umat Islam yaitu istihsan , maslahah mursalah, is- 
tishab, syaddu  ad-dari’ah, urf, pendapat sahabat, dan 
syari’at umat terdahulu. 
Sumber  hukum  ( dalil – dalil ) tersebut  dapat dikel- 
ompokkan  menjadi   dua,   yaitu  dalil  nash   (tesktual) 
dan  ghairu nash  ( paratekstual ). Dalil nash  ( tekstual) 
yaitu Al-Qur’an dan As – sunnah, sedangkan dalil-dalil 
yang lainnya termasuk  dalil ghairu nash ( paratekstual 
). Dalil nash  ( tesktual ) adalah teks yang merupakan 
sumber  hukum  atau  tempat  dimana hukum  ditemu- 
kan.  Sedangkan dalil-dalil ghairu  nash  ( paratekstual 
) tidak berupa teks. Dalil – dalil ghairu nash ( paratek- 
stual ) seperti qiyas, istihsan, istishlah dan sebagainya, 
nampak lebih merupakan metode penetapan hukum 
atau  pengambilan hukum  dari  sumber  tekstual.,  dis- 
amping  metode kebahasaan yaitu metode ta’lili. 
Hal ini telah diperbedatkan sejak masa  formasi 
hukum  awal.  Oleh  karena   itu,  terdapat pembedaan 
pengertian antara – misalnya-  qiyas  sebagai  sumber 
hukum  dan  qiyas sebagai  metode penemuan hukum. 
Qiyas dalam  pengertian al-istiwa’ (dalam  bentuk  kerja 
atau  masdarnya) yang berarti menyamakan, merupa- 
kan metode penemuan hukum.  Sedangkan qiyas da- 
lam pengertian at-taswiyah  (dalam  bentuk  kata benda 
) yang berarti persamaan, merupakan sumber hukum. 
Istishlah  merupakan metode penemuan  hukum   se- 
dangkan mashlahah merupakan sumber  hukum. 
 
2. Perbandingan Konsep Hukum Islam dan  Hu- 
kum  Positif 
 
1.  Unsur–unsur Hukum 
Unsur–unsur dalam hukum positif  berbeda 
dengan unsur-unsur hukum Islam, di antaranya 
adalah: 
a.  Pembuat Hukum 
Dalam  hukum  Islam pembuat hukum  ( al-hakim  ) 
atau  Syar’i yaitu Allah sendiri, maka  hukum  merupa- 
kan titah Allah. Sedangkan hukum  positif dibuat  oleh 
badan yang berwajib sebagai  representasi masyarakat
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dimana hukum  itu berlaku.  Dalam  perspektif sejarah 
hukum  Barat,  di abad  pertengahan berkembang hu- 
kum agama seperti hukum  Islam dan  hukum  Kristen. 
Pada  masa  ini yang  berlaku  adalah hukum  Tuhan  ( 
kedaulatan Tuhan  ). Hukum  agama ini yang bersum- 
ber dari wahyu.46 
Dalam  perkembangan zaman  selanjutnya muncul 
pandangan bahwa  hukum  dari Raja atau  kedaulatan 
negara, kemudian masa  Renaissance bahwa  hukum 
adalah kedaulatan rakyat,  sampai  abad  XIX muncul 
pandangan positivisme  yuridis  bahwa  hukum  sama 
dengan undang-undang . Adapun  konsep  hukum 
positif yang dianut  Indonesia merupakan adopsi  dari 
konsep hukum Barat Modern yang telah mengalami 
perubahan dari masa  ke masa  tersebut. 
 
b. Subjek Hukum 
Subjek hukum  ( mahkum ‘alaih ) dalam  hukum  Is- 
lam adalah mukallaf yaitu orang yang telah memenuhi 
syarat-syarat kecakapan untuk  bertindak  hukum 
(ahliyah  al-ada’).  Dalam  hal ini terdapat persamaan 
dengan konsep  subjek  hukum  dalam  hukum  positif 
dengan adanya pengecualian atau  perihal  cacat  hu- 
kum yaitu karena  paksaan (dwang, dures ), kekhilafan 
( bedrog,  fraud  ), dan  penipuan (dwaling,  mistake). 
Dalam  hukum  positif, terdapat subjek  hukum  selain 
orang  ( persoon) yaitu badan hukum  (rechpersoon). 
Hukum  Islam juga  mengenal adanya badan hukum 
sebagai  subjek hukum,  seperti adanya baitul mal.47 
 
c. Wilayah Hukum ( objek yang  diatur  oleh hu- 
kum  ) 
Hukum   positif  merupakan  peraturan  yang 
mengatur tingkah laku manusia dalam  pergaulan 
masyarakatnya.   Sedangkan   hukum    Islam   meng- 
atur perbuatan-perbuatan mukallaf (sebagai  subjek 
hukum).   Hukum  Islam  mengatur semua   perbuatan 
mukallaf  baik  dalam  hubungnannya dengan Tuhan 
(Allah), manusia dan  lingkungan  sekitarnya  atau  se- 
mua makhluk Tuhan, sedangkan hukum positif hanya 
mengatur tingkah  laku manusia dalam  pergaulannya 
di masyarakat. Bahkan  dalam diskursus ilmu hukumn 
dan teori hukum  terdapat pembedaan norma  agama, 
kesusilaan, sopan santu dan norma hukum. Adapun 
dalam hukum Islam tidak terdapat pemisahan, karena 
hukum Islam mengatur kehidupan manusia dalam se- 
gala aspeknya, bahkan hukum  Islam tidak memisah- 
kan antara masalah hukum  dan moralitas.48 
 
d. Daya  Paksa 
Peraturan hukum  positif berisi perintah  dan  laran- 
gan  yang  bersifat  mengikat  dan  memaksa, sehingga 
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sanksi  terhadap pelanggarannya dinyatakan dengan 
tegas. Sedangkan hukum  Islam tidak hanya  berisi per- 
intah dan larangan, melainkan berisi taklif, takhyir (pi- 
lihan ) dan  penetapan. Adapun  sanksi tidak dinyata- 
kan dengan tegas, bahkan dalam  beberapa hal hanya 
diberikan  sanksi eskatologis.49 
Dari paparan di atas  dapat diambil  beberapa pe- 
mahaman  bahwa   hukum   pada   hakikatnya adalah 
perintah  dan  penilaian  yaitu penilaian  terhadap suatu 
perbuatan yang baik atau tidak baik (menurut hukum), 
serta  hubungan yaitu  hubungan  diantara seseorang 
dengan suatu  perbuatan (sesuatu  atau  tidak melaku- 
kan sesuatu)  dari seseorang yang lain, yang membuat 
orang  ini menghubungkan dirinya  dengan perbuatan 
ini (tidak melakukan ini) sebagai  dengan kepunyaan- 
nya,  sebagai  dengan sesuatu  yang  menjadi  miliknya 
atau  dengan kata lain suatu  hubungan yang mempu- 
nyai  akibat  hukum.   Sementara hukum  Islam  meru- 
pakan  sapaan Allah tentang  perbuatan mukallaf baik 
berupa taklif, takhyir ( opsi ) maupun wadl’i. Hukum 
Islam menurut Ushuliiyin adalah kategori  aksi ( aksi 
Tuhan  dalam  menetapkan hukum  ), namun menurut 
fuqaha   hukum   merupakan kategori  penderita  yaitu 
efek atau  akibat dari titah Allah. Hukum  juga sebagai 
kategorisasi  dan penilaian  hukum. 
Hukum  Islam bersumber kepada Al-Quran dan 
Sunnah sebagai  sumber  hukum  tekstual  (nash)  serta 
sumber  hukum  paratekstual (ghairu nash ) yaitu Ijma, 
Qiyas,  Istihsan,  Maslahah  mursalah, Istishab,  Syaddi 
ad-dariah, ‘Urf, Pendapat Sahabat, dan  Syariat  umat 
terdahulu.50   Hukum  Pidana Islam sering  disebut  da- 
lam fiqih dengan istilah jinayat  atau  jarimah.  Jinayat 
dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik 
atau tindak pidana. Jinahah merupakan bentuk verbal 
noun  (mashdar) dari kata jana.  Secara  etimologi jana 
berarti  berbuat dosa  atau  salah,  sedangkan jinayah 
diartikan  perbuatan dosa  atau  perbuatan salah.  Se- 
cara  terminologi  kata  jinayat  mempunyai beberapa 
pengertian,  seperti   yang   diungkapkan  oleh   Abdul 
Qodir Awdah.51  bahwa  jinayat adalah perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, 
harta  benda, atau  lainnya.  Jinayat  meliputi beberapa 
hukum,  yaitu membunuh orang,  melukai,  memotong 
anggota tubuh,   dan   meghilangkan manfaat  badan, 
misalnya menghilangkan salah satu panca indera men- 
cakup  upaya-upaya prefentif,  rehabilitative, edukatif, 
serta upaya-upaya represif dalam  menanggulangi ke- 
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Menurut  A. Jazuli, pada  dasarnya pengertian dari 
istilah  Hukum  Pidana Islam  mengacu  kepada  hasil 
perbuatan seseorang, umumnya pengertian tersebut 
terbatas  pada  perbuatan yang  dilarang.  Di kalangan 
fuqoha’,  perkataan Jinayat  berarti perbuatan perbua- 
tan  yang  dilarang  oleh  syara’.  Meskipun  demikian, 
pada  umunya fuqoha’  menggunakan istilah tersebut 
hanya  untuk perbuatan perbuatan yang terlarang 
menurut syara’. Fuqoha’ menggunakan istilah tersebut 
hanya  untuk  perbuatan perbuatan yang mengancam 
keselamatan jiwa,  seperti  pemukulan, pembunuhan 
dan  sebagainya.52   Selain  itu, terdapat fuqoha’  yang 
membatasi istilah jinayat kepada perbuatan perbuatan 
yang diancam dengan hukuman hudud dan  qishash, 
tidak temasuk  perbuatan yang diancam dengan ta’zir. 
Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah 
jarimah,  yaitu larangan larangan syara’ yang diancam 
Allah SWT dengan hukuman had atau  ta’zir.53 
 
3. Perbandingan Alat Bukti Menurut  Hukum Is- 
lam  dan  Hukum Positif 
Berdasarkan penjelasan pada  bagian  terdahulu 
tentang  eksistensi alat bukti dalam  persidangan dapat 
diperoleh beberapa perbandingan sebagai  berikut : 
 
1. Pengertian Alat  Bukti 
Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala 
sesuatu   yang  ada  hubungannya dengan suatu  per- 
buatan, alat-alat  bukti  tersebut  dapat dipergunakan 
sebagai  bahan pembuktian guna  menimbulkan keya- 
kinan  hakim  atas  kebenaran adanya suatu  tindak  pi- 
dana  yang  telah  dilakukan  terdakwa. Pengertian lain 
dikemukakan oleh  Al-Bad’i yang  dikutip  oleh  Hasbi 
Ash-Siddiqy  bahwa  alat bukti adalah keterangan da- 
lam menyelesikan perkara. 
Alat bukti  menurut hukum  positif adalah tentang 
eksistensi alat bukti dalam  persidangan adalah seba- 
gaimana tercantum dalam  pasal  184  ayat  (1)  Kitab 
Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana   disebutkan 
bahwa  alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat,  petunjuk  dan  keterangan ter- 
dakwa.  Dalam  sistem  pembuktian hukum  acara  pi- 
dana  yang  menganut stelsel negatief  wettelijk, hanya 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang 
dapat dipergunakan untuk pembuktian. 
Dua pengertian di atas dapat dijumpai  perbedaan 
dari masing-masing sumber  yaitu hukum  Islam secara 
khusus mengartikan alat bukti sebagai  segala sesuatu 
alat yang  berhubungan dengan perbuatan dan  digu- 
nakan  sebagai  bahan pembuktian dalam  persidangan 
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tang  suatu  tindak  pidana. Sedangkan hukum  positif 
hanya   mengartikan alat  bukti  tersebut   sebagai  alat 
yang  sah  untuk  digunakan dalam  pembuktian suatu 
perbuatan pidana. 
Persamaan dari kedua  pengertian tersebut  adalah 
masing-masing sama-sama bertujuan untuk  menim- 
bulkan  keyakinan   hakim  terhadap suatu  perbuatan 
yang  tengah  disangkakan kepada seseorang terduga 
pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat mengam- 
bil keputusan dengan seadil-adilnya. 
 
2. Macam-macam Alat  Bukti 
Macam-macam alat  bukti  menurut Islam  antara 
lain       iqrar   (pengakuan),   shahadah   (kesaksian), 
yamin (sumpah), nukul (menolak  sumpah), qasamah 
(sumpah), saksi ahli, keyakinan  hakim,  Qarinah dan 
bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. 
Hukum  positif sebagaimana tercantum dalam  pasal 
183 KUHAP mengatur bahwa  untuk menentukan pi- 
dana  kepada terdakwa, kesalahannya harus  terbukti 
dengan sekurang-kurangnya dua  alat bukti yang sah; 
dan   atas  keterbuktian dengan  sekurang-kurangnya 
dua  alat bukti yang sah tersebut,  hakim memperoleh 
keyakinan  bahwa  tindak  pidana benar-benar terjadi 
dan  bahwa   terdakwalah yang  bersalah   melakukan- 
nya. Undang-undang nomor  8 Tahun  1981  (KUHAP) 
menetapkan 5  (lima)  alat  bukti  yang  sah  yaitu  ket- 
erangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk 
dan keterangan terdakwa. 
 
3.  Kedudukan Alat  Bukti 
Kedudukan alat bukti dalam  persidangan menurut 
hukum  Islam dan  hukum  positif adalah memperkuat 
pembuktian terhadap dugaan tindakan yang  diper- 
karakan. Sedangkan hukum  positif mengatur bahwa 
hanya  alat-alat  bukti yang  sah  menurut undang-un- 
dang  yang  dapat dipergunakan untuk  pembuktian. 
Hal ini berarti  bahwa  di luar dari ketentuan tersebut 
tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. 
Persamaannya adalah masing-masing mengatur bah- 
wa alat bukti yang sah sangat membantu proses pem- 
buktian  dalam  persidangan pidana dan  membantu 
hakim  untuk  memperoleh keyakinan  terhadap suatu 
perbuatan yang disangkakan. 
Pembuktian tidaklah  mungkin  dan  dapat tercapai 
kebenaran mutlak  (absolut).   Bahwa  semua   penge- 
tahuan hanya  bersifat  relatif, yang  didasarkan pada 
pengalaman, penglihatan, dan  pemikiran  tentang  se- 
suatu  yang  selalu tidak  pasti  benar.  Jika  diharuskan 
adanya syarat  kebenaran mutlak  untuk  dapat men- 
ghukum  seseorang, maka  sebagian besar  dari pelaku 
tindak pidana tidaklah dapat dihukum, pastilah dapat 
mengharapkan bebas  dari penjatuhan pidana. Satu- 
satunya yang  dapat diisyaratkan  dan  yang  sekarang 
dilakukan  adalah adanya suatu  kemungkinan besar




bahwa  terdakwa  telah  bersalah   melakukan perbua- 
tan-perbuatan  yang  telah  di  dakwakan sedangkan 
ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinan 
merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima.54 
Setiap  tuntutan hak  atau  menolak   tuntutan hak 
harus  dibuktikan  di muka  sedang  pengadilan. Dalam 
pembuktian ini diperlukan  alat-alat  bukti.  Alat bukti 
adalah alat-alat  atau  upaya  yang  bisa dipergunakan 
oleh  pihak-pihak yang  berperkara di  muka  sidang 
pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran 
tuntutan atau bantahannya.Alat bukti ini sangat pent- 
ing artinya bagi para  pihak yang berperkara merupa- 
kan  alat  atau  sarana untuk  meyakinkan  kebenaran 
tuntutan hak  penggugat atau  menolak  tuntutan hak 
bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut diper- 
gunakan sebagai  dasar  memutus perkara. 
Suatu  perkara  di pengadilan tidak  dapat diputus 
oleh hakim tanpa  didahului dengan pembuktian. 
Dengan  kata lain, kalau gugatan  penggugat tidak ber- 
dasarkan bukti  maka  perkara  tersebut  akan  diputus 
juga oleh  hakim  tetapi  dengan menolaknya gugatan 
karena   tidak  ada  bukti.Sebagaimana  disebutkan  di 
atas   pengertian  bayyinah  merupakan  suatu   bukti- 
bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian 
agar menyakinkan hakim.Yang  dimaksudkan dengan 
yakin adalah sesuatu  yang  ada  berdasarkan kepada 
penyelidikan yang  mendalam dan  sesuatu  yang  te- 
lah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya 
keyakinan  yang  lain lebih kuat  dari  pada  keyakinan 
yang ada sebelumnya. Dapat diketahui  bahwa  tujuan 
utama  dari  alat  bukti ialah  untuk  lebih memperjelas 
dan  meyakinkan hukum  sehingga  ia tidak keliru da- 
lam menetapkan putusannya  dan  pihak  yang benar 
tidak  dirugikan  sehingga  dengan demikian  keadilan 
di muka bumi ini dapat ditegakkan. 
Alat bukti  adalah alat-alat  atau  upaya  yang  bisa 
dipergunakan  oleh   pihak-pihak   yang   berperkara 
di  muka  sidang  pengadilan untuk  meyakinkan ha- 
kim  akan   kebenaran  tuntutan  atau   bantahannya. 
Alat bukti ini sangat  penting  artinya  bagi para  pihak 
yang  berperkara merupakan alat  atau  sarana untuk 
meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau 
menolak  tuntutan hak  bagi hakim.  Dan  bagi hakim, 
alat  bukti  tersebut  dipergunakan sebagai  dasar  me- 
mutus perkara. 
Jika vonis diberikan  untuk  pendakwa hanya  den- 
gan dakwaannya, akan  banyak  orang  yang  meman- 
faatkannya untuk merebut  harta  orang  lain dan men- 
gancam jiwa dan  kehormatannya. Pendakwa harus 
mendatangkan bayyinah atau bukti, yaitu jika terdak- 
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jika terdakwa  mengakui dakwaan, masalahnya selesai 
dan pengakuan ini disebut  iqrar. Pendakwa tidak per- 
lu lagi mendatangkan bukti. Pada  dasarnya seseorang 
bebas  dari tuduhan hingga  terbukti  perbuatan jahat- 
nya. Seorang hakim harus meminta dari kedua  orang 
yang  bersengketa sesuatu   yang  dapat  menguatkan 
pengakuan   mereka.  Bersumpah hanya  diperboleh- 
kan atas nama  Allah. Seorang hakim harus  berusaha 
keras  untuk  mengetahui permasalahan  sebenarnya 
dan  menjelaskan hukumnya berdasarkan apa  yang 
tampak  baginya.  Seorang hakim  tidak boleh  memu- 
tuskan  sebuah perkara   dengan  menghalalkan yang 
haram  dan mengharamkan yang halal. 
Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang dapat 
diterima,  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar te- 
lah terjadi  dan  terdakwalah dalam  hal tersebut  yang 
bersalah  (guilty), maka  terdapatlah bukti  yang  sem- 
purna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dan da- 
lam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang 
berbunyi  : tidak  dipidana tanpa  kesalahan”. Dalam 
bahasa Belanda  : Geen  straf zonder  schuld  disinilah 
letak pelunya  pembuktian tersebut  apakah seseorang 
benar-benar bersalah  menurut apa yang diatur dalam 
Undang-undang yang ditujukan  kepadanya.55 
Dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  pembuktian har- 
uslah  dianggap tidak  lengkap,  jika keyakinan  hakim 
didasarkan atas alat-alat  bukti yang tidak mencukupi. 
Umpamanya dengan keterangan dari  seorang  saksi 
saja ataupun karena  keyakinan  tentang  tindak pidana 
itu sendiri  tidak ada.  Maka haruslah ketentuan yang 
menjadi  keharusan didalam  Pasal 183  KUHAP terse- 
but terpenuhi keduanya. 
Hakim  tidak  boleh  memperoleh keyakinan  terse- 
but dari macam-macam keadaan yang diketahui  dari 
luar  persidangan. Tetapi  haruslah memperoleh dari 
bukti yaitu  dari  alat-alat  bukti yang  sah  dan  adanya 
tambahan dari keterangan barang  bukti yang terdap- 
at di dalam  persidangan, sesuai dengan syarat-syarat 
yang  di  tentukan Undang-undang, umpama  dalam 
hal terdakwa  tidak mengakui dari atau  dengan kesak- 
sian sekurang-kurangnya dua  orang  saksi yang  telah 
di sumpah dengan sah dimuka  pengadilan.56 
Apabila  hakim  dari  alat-alat  bukti yang  sah  tidak 
memperoleh keyakinan  maka ia berwenang untuk 
menjatuhkan putusan bebas  dari segala tuntutan. 
Dengan   demikian   walaupun  lebih  dari  dua   orang 
saksi menerangkan di atas sumpah bahwa  mereka  te- 
lah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana, 
maka  hakim  tidaklah  wajib  menjatuhkan hukuman 
terhadap  terdakwa, jika  hakim   tidak  yakin  bahwa 
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tersebut  benar-benar dapat dipercaya dan  oleh  kar- 
ena  tujuan  dari proses  pidana adalah untuk  mencari 
kebenaran materil, maka  hakim  akan  membebaskan 
terdakwa  dalam  hal ini.57 
haruslah timbul dari alat-alat  bukti yang sah yang 
telah disebutkan didalam  Undang-undang, dan  tidak 
dari  keadaan-keadaan lain.  Tidaklah  dapat di  per- 
tanggung   jawabkan suatu  keputusan  walaupun  su- 
dah cukup  alat-alat bukti yang sah hakim begitu saja 
mengatakan bahwa  ia tidak yakin dan  karena  itu ia 
membebaskan  terdakwa, tampa   menjelaskan  lebih 
lanjut  apa   sebab-sebab  ia  tidak  yakin.  Keyakinan 
Hakim  disini tidak saja terhadap alat-alat  bukti yang 
di  tentukan didalam   Pasal  184  KUHAP saja  tetapi 
adanya peranan dari  barang-barang bukti  yang  di 
temukan di  tempat   kejadian   perkara   seperti  pisau 
atau   peluru   yang   dipakai   untuk   membunuh dan 
mencelakai orang  lain, sebagaimana yang dijelaskan 
didalam  Pasal 39 KUHAP ayat (1) yang berhubungan 
dengan barang  bukti sebagai hasil dari penyitaan dan 
barang-barang yang dapat disita yang dilakukan  pe- 
nyidik dalam  menjalankan fungsinya. 
Walaupun barang  bukti tidak diatur didalam  Pasal 
183  KUHAP atau  didalam  pasal  tersendiri  didalam 
KUHAP  sebagai   salah  satu  syarat  dalam   pembuk- 
tian  namun barang  bukti menurut saya  mempunyai 
nilai/fungsi  dan  bermanfaat dalam  upaya   pembuk- 
tian, walaupun barang  bukti yang disita oleh petugas 
penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan 
sebagai  alat  bukti  yang  sah  menurut KUHAP. Akan 
tetapi, dalam  praktik peradilan, barang  bukti tersebut 
ternyata  dapat  memberikan keterangan yang  ber- 
fungsi sebagai  tambahan dalam  pembuktian.58 
Asas-asas  Hukum  Pidana Islam adalah asas-asas 
hukum  yang  mendasari pelaksanaan hukum  pidana 
Islam, diantaranya : 
 
a. Asas Legalitas 
Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bah- 
wa  tidak  ada  pelanggaran dan  tidak  ada  hukuman 
sebelum  ada  undang-undang yang  menyatakannya. 
Asas ini berdasarkan pada  Qur’an  Surat  Al-Isra’ ayat 
15 yang artinya : 
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 
(Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu un- 
tuk  (keselamatan)  dirinya   sendiri;  dan   Barang- 
siapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat 
bagi (kerugian)  dirinya  sendiri. dan  seorang  yang 
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan 
Kami tidak akan  meng’azab sebelum  Kami meng- 




57Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, h. 99 
58Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, h. 99 
b.  Asas   Larangan  Memindahkan  Kesalahan 
Pada  Orang  Lain 
Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa  se- 
tiap  perbuatan manusia, baik  perbuatan yang  baik 
maupun perbuatan yang  jahat  akan  mendapat  im- 
balan  yang  setimpal.  Seperti  yang  tertulis pada  ayat 
38 Surat Al-Mudatsir yang artinya : 
Tiap-tiap  diri bertanggung jawab  atas  apa  yang 
telah diperbuatnya. 
 
Allah SWT menyatakan bahwa  setiap  orang  ter- 
ikat kepada apa  yang dia kerjakan,  dan  setiap  orang 
tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat 
oleh orang  lain. 
 
4. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam 
Suatu  perbuatan dapat dikatakan sebagai  jarimah 
(tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/Al- 
Qur’an  dan  Hadis),  materiil  (sifat melawan  hukum) 
dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau  biasa 
bertanggung  jawab   terhadap  tindakannya, sebuah 
pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut 
maka  tidak dapat dikatakan jarimah  (tindak pidana). 
Untuk  menentukan suatu  hukuman terhadap suatu 
tindak pidana dalam  Hukum  Islam, diperlukan  unsur 
normatif dan moral, sebagai  berikut: 
a. Unsur Yuridis Normatif 
Unsur ini harus  didasari  oleh suatu  dalil yang me- 
nentukan larangan terhadap perilaku tertentu  dan 
diancam dengan hukuman. 
b. Unsur Moral 
Adalah  kesanggupan seseorang untuk  menerima 
sesuatu  yang  secara  nyata  mempunyai nilai yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
 
Berdasarkan uraian  di atas  dapat dipahami bah- 
wa pada  hakikatnya hukum  Islam dan  hukum  positif 
mempunyai beberapa persamaan yaitu hukum  men- 
gatur  perbuatan yang  yang  berkaitan   dengan  jiwa 
atau   anggota badan,  seperti   membunuh,  melukai 
dan  lain sebagainya. Hukum  sebagai  hubungan dan 
penilaian  atau pengkategorian perbuatan manusia ke 
dalam  baik/tidak baik, dianjurkan/dilarang, serta per- 
intah, walaupun dalam konsep  hukum  Islam terdapat 
hukum  takhyiri ( opsi  ). Perbedaan dalam  hal sum- 
ber yang  signifikan antara hukum  Islam dan  hukum 
positif yaitu bahwa  hukum  Islam bersumber kepada 
wahyu  Tuhan   sedangkan hukum  positif  bersumber 
pada  realitas kehidupan masyarakat. 
Perbedaan dan  persamaan mengenai eksistensi alat 
bukti antara Hukum Islam Hukum positif adalah : 
 
1. Perbedaan 
a.  Alat bukti menurut hukum  Islam adalah segala 
sesuatu  yang ada  hubungannya dengan suatu




perbuatan, alat-alat  bukti tersebut  dapat diper- 
gunakan sebagai  bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran 
adanya suatu  tindak pidana yang telah dilaku- 
kan terdakwa. Alat bukti adalah keterangan 
dalam  menyelesikan perkara. Sedangkan alat 
bukti  menurut hukum  positif adalah keteran- 
gan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk  dan 
keterangan terdakwa.  Alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang yang dapat dipergu- 
nakan  untuk pembuktian 
b.  Dasar   hukum   pembuktian  menurut  Hukum 
Islam  adalah Al-Qur’an,  hadits,  ijma,  ijtihad. 
Dasar hukum  pembuktian dalam hukum positif 
adalah Kitab Undang-undang Hukum  Pidana, 
aturan  Perundang-undangan yang mengatur 
tindak pidana khusus. 
c.  Cakupan alat  bukti  dalam  hukum  Islam ada- 
lah  shahadah (kesaksian),  iqrar  (pengakuan), 
yamin (sumpah), nukul (menolak  sumpah), 
qasamah (sumpah), saksi ahli, keyakinan  ha- 
kim, Qarinah dan  bukti berdasarkan  indikasi- 
indikasi yang tampak. Sedangkan cakupan 
dalam  hukum  positif adalah keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat-surat, petunjuk  dan  ket- 
erangan terdakwa. 
d.  Kedudukan alat  bukti  menurut hukum  Islam 
adalah memperkuat pembuktian terhadap 
dugaan tindakan yang  diperkarakan. Hukum 
positif mengatur bahwa  hanya  alat-alat  bukti 
yang sah menurut undang-undang yang dapat 
dipergunakan untuk pembuktian 
 
2. Persamaan 
a.   Hukum  Islam dan  Hukum  Positif sama-sama ber- 
tujuan  untuk  menimbulkan keyakinan  hakim  ter- 
hadap suatu perbuatan yang tengah  disangkakan 
kepada seseorang terduga  pelaku  tindak  pidana 
sehingga hakim dapat mengambil keputusan den- 
gan seadil-adilnya. 
b.   Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama men- 
jadikan saksi sebagai  alat bukti pertama. 
c.   Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif memposisikan 
alat bukti sebagai bagian penting dalam memban- 
tu proses  pembuktian dalam  persidangan pidana 
dan  membantu hakim  untuk  memperoleh keya- 




Berdasarkan  pembahasan  pada   bab   terdahulu, 
penulis menimpulkan sebagai  berikut : 
1.   Menurut  Hukum  Islam,  alat  bukti  adalah segala 
sesuatu  yang ada hubungannya dengan suatu 
perbuatan, alat-alat  bukti tersebut  dapat dipergu- 
nakan  sebagai  bahan pembuktian guna  menim- 
bulkan  keyakinan  hakim  atas  kebenaran adanya 
suatu   tindak   pidana  yang   telah   dilakukan   ter- 
dakwa.  Macam-macam alat  bukti menurut Islam 
antara lain  iqrar (pengakuan), shahadah (kesak- 
sian), yamin (sumpah), nukul (menolak  sumpah), 
qasamah (sumpah), saksi ahli, keyakinan  hakim, 
Qarinah dan  bukti  berdasarkan  indikasi-indikasi 
yang  tampak. Kedudukan alat  bukti  dalam  per- 
sidangan menurut hukum  Islam adalah mem- 
perkuat   pembuktian terhadap  dugaan  tindakan 
yang diperkarakan. 
2.   Alat bukti menurut hukum  positif adalah keteran- 
gan  saksi,  keterangan ahli,  surat,  petunjuk   dan 
keterangan  terdakwa.  Dalam   sistem   pembuk- 
tian  hukum  acara  pidana yang  menganut  stelsel 
negatief  wettelijk, hanya  alat-alat  bukti yang  sah 
menurut undang-undang yang  dapat diperguna- 
kan  untuk  pembuktian yaitu  5  (lima)  alat  bukti 
yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat-surat, petunjuk   dan  keterangan  terdakwa. 
Sedangkan hukum positif mengatur bahwa  hanya 
alat-alat  bukti yang sah menurut undang-undang 
yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. 
3.   Kedudukan alat  bukti  dalam   hukum   Islam  dan 
Hukum Positif adalah alat membantu proses pem- 
buktian  dalam  persidangan pidana dan memban- 
tu hakim  untuk  memperoleh keyakinan  terhadap 
suatu perbuatan yang disangkakan. Antara hukum 
Islam  dan   hukum   Positif  sama-sama  bertujuan 
untuk  menimbulkan keyakinan   hakim  terhadap 
suatu perbuatan yang tengah disangkakan kepada 
seseorang terduga  pelaku  tindak pidana sehingga 
hakim dapat mengambil keputusan dengan seadil- 
adilnya.  Hukum Islam dan hukum  positif mempu- 
nyai beberapa persamaan yaitu hukum  mengatur 
perbuatan yang yang berkaitan  dengan jiwa atau 
anggota badan, seperti  membunuh, melukai  dan 
lain sebagainya. Hukum  sebagai  hubungan dan 
penilaian  atau  pengkategorian perbuatan manu- 
sia ke dalam  baik/tidak  baik, dianjurkan/dilarang, 
serta  perintah, walaupun dalam  konsep  hukum 
Islam terdapat hukum  takhyiri ( opsi ). Perbedaan 
dalam  hal sumber  yang  signifikan antara hukum 
Islam dan  hukum  positif yaitu  bahwa  hukum  Is- 
lam bersumber kepada wahyu  Tuhan  sedangkan 
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